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WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006
Pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan
kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar
akuntansi pemerintahan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006
Pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan
kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar
akuntansi pemerintahan;

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1950);

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Republik Indonesia.  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [l Pasuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



Menetapkan

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kota Pasuruan
Tahun 2007 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Pasal 1
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

pemerintah Kota pasuruan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual

Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 3
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan
untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan

baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 4
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan
realisasi Anggaran untuk pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca
untuk pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Pasal 6
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan
arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara
kas pemerintah Kota Pasuruan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan
aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama

satu periode akuntansi.

Pasal 7
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan
pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas laporan Keuangan yang memuat
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang

dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 8
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar pengakuan,
pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana,

pendapatan belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 9
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Pasal 10
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan
konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi

meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.



Pasal 11
Lampiran dari Peraturan Walikota Pasuruan tentang kebijakan akuntansi ini adalah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pasuruan.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di  : Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2008
WALIKOTA PASURUAN,
ttd.

AMINUROKHMAN, SE. MM

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN
ttd.
Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 25

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat |
NIP. 19570216 198603 1 006




LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 Desember 2008

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan
Pemerintah Kota Pasuruan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang Lingkup

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan

dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan yang

meliputi :
a.  peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
b.  jenis laporan keuangan;
c. entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
d.  dasar hukum pelaporan keuangan;
e. asumsi dasar;
f. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
g prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
h.  kendala informasi yang relevan dan andalan;

definisi unsur laporan keuangan;

J. pengakuan, pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

3. Laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Pasuruan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kota
Pasuruan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan
efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan.



Pemerintah Kota Pasuruan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a.

Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Pasuruan dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan dalam satu periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pasuruan dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah
Kota Pasuruan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

5.

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan

a.

menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran.

menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.

menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Pasuruan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota
Pasuruan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.



V.

f.  menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota
Pasuruan, apakah kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset kewajiban,

ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kota Pasuruan.

JENIS LAPORAN KEUANGAN

7.

10.

11.

12.

laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan yang pokok terdiri dari :

a.  Laporan Realisasi Anggaran;

b.  Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Pasuruan merupakan laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Pasuruan, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan
anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Neraca Pemerintah Kota Pasuruan merupakan laporan yang menggambarkan posisi
keuangan Pemerintah Kota Pasuruan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

Laporan arus kas Pemerintah Kota Pasuruan merupakan laporan yang menyajikan
informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi
serta saldo kas pada tangggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan penjelasan naratif,
analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan diperkenankan
menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan

Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

13.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi

yang menurut Kketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan,

yang umumnya bercirikan :

a.  Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;

b.  Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat
negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung

kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.



14. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sebagai pengguna anggaran / pengguna barang (memiliki kewenangan untuk menyusun
anggaran dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab) dan oleh kerenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan

anggaran/barang yang dikelollanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

15. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat yang
menandatangani keuangan/tata usaha di lingkungannya yang ditunjuk sebagai Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi
pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang
lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
V. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

16. Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur
keuangan negara;

b.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

e.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintahan Pusat dan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

h.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

! Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan



k.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

l

VI.  ASUMSI DASAR

17.

Asumsi dasar dalam pelaporan keaunagn Pemerintah Kota Pasuruan adalah anggapan yang
diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat
diterapkan, yang terdiri dari :

a.  asumsi kemandirian entitas;

b. asumsi kesinambungan entitas; dan

c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Kemandirian Entitas

18. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Kota Pasuruan sebagai

19.
20.

entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini
adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber
daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan
atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat
pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.



